GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
SANKSI ADMINISTRASI BAGI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
PEMBUATAN 2005 KE BAWAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka memperingai HUT Kemerdekaan
Republik Indonesia yang ke 68, dan Hari Ulang Tahun
Bhayangkara yang ke 67 sekaligus untuk mengoptimalkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan pemutakhiran
data Objek Pajak yang menunggak pembayaran Pajak
Kendaraan  Bermotor, dipandang perlu dilakukan
Intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui
kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai
Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor
Dan Sanksi Administrasi Bagi Kendaraan Bermotor Tahun

Pembuatan 2005 Ke Bawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179});

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
44);

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. AWANG FARQOEK ISHAK, MM,M.Si
sebagai Gubernur dan Drs. H. FARID WADJDY, MPd sebagai
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun
2008-2013;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22);



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 48);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor;

15, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI
ADMINISTRASI BAGI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
PEMBUATAN 2005 KE BAWAH .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

BAB II
PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

(1) Pemberian keringanan pokok PKB dan Sanksi administrasi berlaku terhadap
kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 kebawah,

(2) Pelaksanaan keringanan atas Pokok PKB dan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan yang dibayar sejak tanggal 1 Juli 2013
sampai dengan 31 Agustus 2013.

Pasal 3

Pemberian Keringanan PKB dan sanksi administrasi, untuk kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut:

a. Besarnya Pokok PKB untuk masa pajak tahun 2013 sampai dengan 2014 yang
terutang, dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
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b. PKB yang tidak atau belum dibayar sampai dengan Tahun 2012 diberikan
pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan penghapusan Sanksi
Administrasi. :

Pasal 4
Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
untuk melaksanakan Peraturan ini dan mengambil langkah-langkah koordinasi

dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Cabang PT. Jasa Raharja
Kalimantan Timur.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 24,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRQ HUKUM,

T
H. SUR6T0, SH
Pembina Tk. 1
Nip. 19620527 198503 1 006



